Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 036 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah telah diatur
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1354
Tahun 2014 tentang Penilaian Kinerja Camat dan Lurah se-
Kota Bandung, namun dalam perkembangannya perlu
dilakukan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan ...
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https://www.bphn.go.id/data/documents/09uu025.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/pp12-2017bt.pdf

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006
tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah
Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Bandung Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018
tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali
Kota Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan
Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
MEMUTUSKAN ...

https://jdih.bandung.go.id


http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2018/pp17-2018bt.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1766/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1981/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1981/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3412/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/21906/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3471/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3705/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3695/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/21905/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/21905/detail

Menetapkan :

3

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA
EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan = pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang
dipimpin oleh Camat.

Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota yang bertindak selaku Kepala Kecamatan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.

Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
Kinerja Kecamatan adalah kemampuan kerja Perangkat
Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di
wilayah Kecamatan.

Kinerja Kelurahan adalah kemampuan kerja Aparat
Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan dalam
meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kelurahan.
Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara yang selanjutnya
disebut SIP Bandung Juara adalah sistem informasi
penilaian secara elektronik berbasis internet dalam menilai
kinerja Camat dan Lurah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

13. Evaluasi ...
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13.

14.

15.

16.

17.

(1)

Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah adalah kegiatan untuk
mengukur kinerja perangkat Kecamatan dan Kelurahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di wilayahnya melalui aplikasi online SIP
Bandung Juara.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tim Penilai Kinerja Camat dan Lurah yang selanjutnya
disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota
untuk melaksanakan evaluasi kinerja Camat dan Lurah.
Indikator Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah adalah
instrumen penilaian yang dijadikan pedoman untuk
melakukan pengukuran kinerja Camat dan Lurah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim
Penilai Kinerja Camat dan Lurah terdiri dari Perangkat
Daerah terkait Tingkat Pemerintah Daerah Kota Bandung
dalam rangka melakukan pendalaman dan pengujian
terhadap hasil evaluasi kinerja Camat dan Lurah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pelaksanaan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja
Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di wilayahnya.

(2) Tyjuan ...

https://jdih.bandung.go.id



(2) Tujuan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah

(1)

adalah:

a. menilai kondisi empirik pelaksanaan  urusan
pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;

b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;

c. mengevaluasi pelaksanaan tugas Camat dan Lurah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan

d. mendorong kesinambungan koordinasi dan
keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan
di wilayah dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah
Kota.

BAB III
ASAS DAN SASARAN
Pasal 3

Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah dilaksanakan dengan

berasaskan pada:

a. asas transparansi, yaitu penilaian kinerja Camat dan
Lurah dilakukan oleh seluruh unsur Perangkat Daerah
terkait pada Pemerintah Daerah Kota, dengan tanggung
jawab pembinaan dalam mengembangkan formulasi
penilaian kinerja;

b. asas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja Camat dan
Lurah berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang
dapat diukur;

c. asas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk
mendorong tumbuhnya keterlibatan Pemerintah Daerah
Kota dalam mengembangkan efektivitas kinerja Camat
dan Lurah;

d. asas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan
secara terpadu guna mendorong Kecamatan dan
Kelurahan sebagai pusat pelayanan publik terdekat
dengan masyarakat;

e. asas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong
tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Camat

dan Lurah; dan

f. asas ...
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(2)

(1)

(2)

(3)

f. asas kreatifitas, yaitu penilaian kinerja untuk
menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja
berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Camat
dan Lurah.

Sasaran pelaksanaan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah,

meliputi seluruh aktifitas penyelenggaraan program dan

kegiatan Kecamatan dan Kelurahan terkait upaya
peningkatan pelayanan publik dan pencapaian
kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja Kecamatan
dan Kelurahan, guna mendukung sinergitas Visi dan Misi

Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV
EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 4

Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dibentuk Tim
Penilai yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Wali Kota.

Tim Penilai bertugas:

a. memverifikasi data-data yang disampaikan oleh Camat
dan Lurah terkait instrumen penilaian yang dilaporkan
Camat dan Lurah melalui aplikasi SIP Bandung Juara
sesuai keterkaitan bidang tugas;

b. melakukan peninjauan lapangan terhadap data-data
yang disampaikan oleh Camat dan Lurah terkait
dengan instrumen penilaian pada kegiatan penilaian
hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah; dan

c. melaksanakan penilaian pada pemaparan 10 (sepuluh)

besar Camat dan Lurah terbaik.

(4) Tim ...
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tim Penilai memberi penilaian dan merekap hasil penilaian
serta menandatangani berita acara penilaian dengan
rentang nilai hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
sebagai berikut:
a. rentang nilai Evaluasi Kinerja Camat:

1. 100-80,00 nilai A;

2. 79,99-60,00 nilai B; dan

3. 59,99-0 nilai C.
b. rentang nilai Evaluasi Kinerja Lurah:

1. 100-80,00 nilai A;

2. 79,99-60,00 nilai B; dan

3. 59,99-0 nilai C.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian
Pasal 5

Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah dilaksanakan
menggunakan indikator penilaian kinerja pada aplikasi SIP
Bandung Juara.
Indikator Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberi bobot/skor untuk menghasilkan peringkat dan
predikat Camat dan Lurah.
Indikator Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), terdiri dari:
a. indikator SIP Bandung Juara Kecamatan dan

Kelurahan Bulanan; dan
b. indikator SIP Bandung Juara Kecamatan dan

Kelurahan Tahunan;
Indikator SIP Bandung Juara Kecamatan dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ...
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(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 6

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tingkat
Daerah Kota Bandung diselenggarakan oleh Wali Kota
melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tingkat Daerah Kota
Bandung dilakukan pada seluruh wilayah Daerah Kota
dengan jumlah 30 (tiga puluh) Kecamatan dan 151 (seratus
lima puluh satu) Kelurahan.
Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan 10 (sepuluh) besar Camat dan Lurah terbaik

berdasarkan review SIP Bandung Juara.

(4) Camat dan Lurah 10 besar terbaik sebagaimana dimaksud

(9)

(6)

(7)

dalam ayat (3), melaksanakan pemaparan kepada Tim
Penilai.
Hasil penilaian pemaparan dituangkan dalam berita acara
penilaian yang ditandatangani oleh Tim Penilai.
Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan menjadi 3 (tiga) dengan komposisi peringkat dan
predikat Camat dan Lurah terbaik, hasil rekapitulasi akhir
dituangkan dalam berita acara penilaian yang
ditandatangani oleh Tim Penilai, dengan komposisi:
a. nilai SIP Bandung Juara (60%);
b. survey lapangan (20%);
c. nilai pemaparan (10%); dan
d. nilai kebijakan pimpinan (10%).
Hasil verifikasi dan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
menghasilkan peringkat dan predikat sebagai berikut:
a. peringkat dan predikat nilai Evaluasi Kinerja Camat:

1. peringkat I dengan predikat Sangat Memuaskan;

2. peringkat ...

https://jdih.bandung.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2. peringkat II dengan predikat Memuaskan; dan

3. peringkat III dengan predikat Cukup Memuaskan.
b. peringkat dan predikat nilai evaluasi kinerja Lurah:

1. peringkat I dengan predikat Sangat Memuaskan;

2. peringkat Il dengan predikat Memuaskan;

3. peringkat III dengan predikat Cukup Memuaskan.

Bagian Keempat
Mekanisme Penilaian
Pasal 7
Mekanisme Penilaian dilakukan menggunakan sistem
informasi elektronik melalui SIP Bandung Juara di alamat

http:/ /sip.bandung.qgo.id.

Para Camat dan Lurah mengunggah profil wilayah, data-
data dan kegiatan yang berkaitan dengan instrumen
penilaian melalui SIP Bandung Juara dalam bentuk laporan
bulanan dan laporan tahunan.

Batas waktu penyampaian laporan yakni, laporan bulanan
dilaporkan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya,
sedangkan laporan tahunan dilaporkan tanggal 10 Oktober
pada akhir periode penilaian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
diverifikasi oleh Tim Penilai sesuai keterkaitan bidang tugas.
Batas waktu verifikasi oleh Tim Penilai 3 (tiga) hari setelah

penyampaian laporan.

BAB V
PENETAPAN PERINGKAT KINERJA CAMAT DAN LURAH
Pasal 8
Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah dalam bentuk
peringkat dimuat dalam berita acara penilaian kinerja yang

disusun dan ditandatangani oleh Tim Penilai.

(2) Hasil ...
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(2) Hasil penilaian akhir ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota dan dituangkan dalam lembar hasil Evaluasi Kinerja
Camat dan Lurah yang akan disampaikan pada akhir tahun

anggaran.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 9
(1) Penghargaan diberikan Wali Kota kepada Camat dan Lurah
Terbaik Peringkat I, II dan III.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam bentuk:
piagam dan trophy; dan/atau
bentuk lainnya sesuai kebijakan dan pertimbangan

Wali Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 11
Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah dilaporkan kepada Wali

Kota.

BAB ...
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1354 Tahun 2014 tentang
Penilaian Kinerja Camat dan Lurah se-Kota Bandung (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 71), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 36
Salinan-sesuai dengan aslinya

/. > KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

1/ BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

https://jdih.bandung.go.id



A.

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR
TANGGAL

: 036 TAHUN 2019
: 26 JULI 2019

DAFTAR INDIKATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN BANDUNG JUARA

INDIKATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN BANDUNG JUARA KECAMATAN BULANAN

NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan umum

Jumlah rapat dengan Muspika (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan/Forkopimka)

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung

Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah/Kepolisian negara terkait penerapan

penegakan perundang-undangan

Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Bandung

Pertemuan rutin dengan LKK

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bandung

Data sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kecamatan

Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandung/Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan

Pertamanan Kota Bandung

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah/Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung

Presentase kelurahan yang memiliki laman website dan media sosial lainnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung

Jumlah kelurahan yang memiliki laman website dan media sosial lainnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung

https://jdih.bandung.go.id




NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Jumlah kelurahan yang tedapat di wilayah Kecamatan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung (Sub Bagian

Otonomi Daerah)

Laporan kependudukan bulanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bandung

Laporan bulanan daftar hadir pegawai

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Bandung

Laporan insidentil yang diminta pimpinan daerah tepat waktu

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung

Laporan kegiatan harian camat

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung

Laporan bulanan daftar hadir pegawai

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Bandung

Penyelenggaraan pelayanan

di Kecamatan

Aktifitas Laman Website dan Media Sosial Kecamatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung

Laman website Kecamatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Facebook
Bandung
) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Twitter
Bandung
Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung

https://jdih.bandung.go.id




PERANGKAT DAERAH

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB
3 | Penyelenggaraan tugas Persentase zona merah tingkat Kecamatan yang tertib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
lainnya yang ditugaskan Persentase Kecamatan yang melampaui rasio linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
kepada camat
Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat pada triwulan 3 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
Jumlah pemeliharaan,penghijauan dan penanaman pohon yang ditanam dalam satu Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
tahun
.. ) : . } Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
p t kerb di jal tokol tidak ad tl 1 d tiap t 1
ersentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/gulma pada setiap triwulan Kota Bandung
o . . Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan
Kota Bandung
Persentase pelaksanaan Gerakan Pungut Pilah Sampah (GPPS) tiga kali seminggu dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
sebulan Kota Bandung
Di Sosial dan P 1
Laporan Makan Bersama Warga miskin nas (,)Sla,l an renanggtiangan
Kemiskinan Kota Bandung
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Laporan Jum'at keliling (nga-Bandungan) Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung
Kang Pisman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung
Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung
4 | Inovasi kecamatan dan

upaya yang dilakukan
kecamatan

Aktivitas Kecamatan Command Center (KCC) / Control Room

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung

https://jdih.bandung.go.id




B.

INDIKATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN BANDUNG JUARA KECAMATAN TAHUNAN

NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

1

Penyelenggaraan sebagian
wewenang Wali Kota yang
dilimpahkan untuk
melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan daerah
dalam rangka otonomi
daerah

Jumlah rincian bidang urusan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Camat kepada Lurah

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum

Jumlah Permasalahan dan penyelesaian bidang Trantib (Jumlah dalam bentuk angka dan
bukti foto)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Keaktifan lembaga Kemasyarakatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Realisasi Pendanaan dan Penyerapan PIPPK

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Bukti Dokumen Realisasi Pendanaan dan Penyerapan PIPPK

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Jumlah Laporan Fasum dan Fasos yang Rusak

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Kota Bandung/Dinas Pekerjaan Umum

Updating Prodeskel Kelurahan disetiap Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Klasifikasi Swadaya, Swakarsa dan Swasembada di Kelurahan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Bukti Melaksanakan Evaluasi diri Kelurahan sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Persentase kelurahan dengan kategori kurang berkembang, berkembang dan cepat
berkembang sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Jumlah kelurahan yang memiliki posyandu strata purnama dan mandiri/multifungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Persentase Kelurahan berkinerja baik

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung (Sub Bagian Tata
Pemerintahan)

Nilai SAKIP Perangkat daerah

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung

Penyusunan laporan inventarisasi

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Capaian Target PBB

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Bandung

Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kecamatan (Laporan Keuangan (LRA,CALK dan
NERACA), Rencana Kerja, Rencana Strategis, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung

Kesesuaian nama dan jumlah program yang terdapat dalam Renja

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung

Persentase anggaran per program terhadap keseluruhan anggaran Kecamatan (Kegiatan
Trantibum,Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan publik, Penegakan aturan perada,
Pemeliharaan dan sarana umum, Penyelenggaraan Pemerintahan)

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung
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PERANGKAT DAERAH

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PENANGGUNG JAWAR
Kualifikasi pendidikan aparatur kecamatan (SD,SMP/SLTP, SMA,D3,Sarjana (S1,5S2,S3) Badan Kepe.gawauan, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung
. . . L Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Persentase keterisian pejabat dalam organisasi kecamatan Pelatihan Kota Bandung
. e Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Persentase Pejabat yang telah mengikuti diklat PIM Pelatihan Kota Bandung
3 | Penyelenggaraan pelayanan Jumlah Pelaksana teknis pelayanan (Petugas Informasi, Petugas loker/penerima berkas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
di Kecamatan Petugas operator Komputer,Petugas pemegang kas, Petugas khusus unit pengaduan, Pelatihan Kota Bandung
Petugas lain sesuai kebutuhan, Petugas penanganan aduan.
Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik (Informasi bagan alur Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
pelayanan,Visi dan misi pelayanan, Motto pelayanan, SOP pelayanan, leaflet/brosur/jenis Daerah Kota Bandung
informasi lainnya terkait jenis dan profil pelayanan, Loket khusus lansia dan penyandang
cacat, Website kecamatan,No antrian, Sarana Pengaduan).
Dokumen persentase jumlah kelurahan masyarakat dan jumlah keluhan masyarakat yang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
ditindaklanjuti Bandung
. . . . Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Jumlah layanan rekomendasi yang diterbitkan sesuai prosedur (SOP) Daerah Kota Bandung
Laman Website dan Media Sosial Kecamatan (Laman Website Kecamatan, Facebook, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Twitter dan Instagram) Bandung
4 | Penyelenggaraan tugas Kegiatan penugasan kepada camat (Sumur resapan/Biopori, Septictank Komunal / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

lainnya yang ditugaskan
kepada camat

Kelurahan ODF. Hafidz Qur'an, Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Kampung Wisata)

Kota Bandung,

Dinas Kesehatan Kota Bandung, Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung

https://jdih.bandung.go.id




PERANGKAT DAERAH
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB
S | Inovasi kecamatan dan upaya . . . . Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
yang dilakukan kecamatan Jumlah sistem informasi yang ada dikecamatan Daerah Kota Bandung
. . . Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Jumlah inovasi yang dibuat oleh Camat (sebutkan) Daerah Kota Bandung
Jumlah keputusan SK camat Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung
Jumlah prestasi tingkat kab/kota yang diraih (Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Bagian Hubungan Masyarakat pada
Kabupaten/Kota) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Ketersediaan Kecamatan Command Center /| Control Room (Mini Command Center) Dinas KomumkaBZlncijeElnfgnformatlka Kota
Aktivitas Kecamatan Command Center / Control Room (Mini Command Center) Dinas Komunlkzézlnddeilnfgnformatlka Kota
6 | Profil Kecamatan Dinas Pendidikan Kota Bandung

(Keberadaan data
pendukung)

Tersedianya data jumlah lembaga PAUD,jumlah peserta didik PAUD dan jumlah pendidik
di tingkat kelurahan

Tersedianya data jumlah lembaga TK/RA, jumlah peserta diidk dan pendidik di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah lembaga SD/Mi, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah lembaga SMP/MTs, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah lembaga SMA/MA/SMK, jumlah peserta didik dan pendidik di
tingkat kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah penduduk buta aksara latin dalam kelompok umur 15 tahun ke
atas di tingkat kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id




NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Tersedianya data pendukung pendidikan lainnya seperti data perserta didik di pendidikan
khusus/pendidikan layanan khusus di wilayah kecamatan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jenis budaya asli daerah/setempat yang dilestarikan keberadaannya di
tingkat kelurahan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung

Tersedianya data jumlah posyandu

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah puskesmas pembantu

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data kunjungan ibu hamil

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya bidan/nakes yang memiliki kompetensi

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data cakupan rawat jalan di Puskesmas/Pustu

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data angka harapan hidup (AHH)

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data keluarga pengguna air bersih

Dinas Kesehatan Kota Bandung,
Dinas Pekerjaan Umum

Kota Bandung

Tersedianya data rawan penyakit

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data UMKM yang mendapat ijin usaha mikro kecil (IUMK)

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Bandung

Tersediaya data jumlah pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari bank (Bank

UMKM) dan non bank

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Bandung

Tersedianya data jumlah pasar modern dan tradisional di kecamatan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Bandung
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Tersedianya data jumlah bank pemerintahan / non pemerintah

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Bandung

Tersedianya data jumlah koperasi

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Bandung

Tersedianya data masyarakat miskin

Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung

Tersedianya data keluarga rawan pangan

Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung

Tersedianya data pengangguran

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Tersedianya Data Rawan Bencana

Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung,
Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandung

Tersedianya data lansia dan penyandang cacat

Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung

Jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh kelurahan / kecamatan

Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung

Tersedianya daftar aparat/petugas penyidik PNS

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
/ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung
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C.

10

INDIKATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN BANDUNG JUARA KELURAHAN BULANAN

NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

1

Penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum

Jumlah rapat dengan muspika (Koordinasi dengan Babinsa dan babinkamtibmas)

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Pertemuan rutin dengan LKK

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Realisasi Pendanaan Kelurahan

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung

Data sarana prasarana, fasum dan fasos di Kelurahan

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan
Pertamanan Kota Bandung/Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bandung

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan/RT&RW

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Ketersediaan dan keaktifan Laman Website dan Media Sosial Kelurahan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung

Laman Website Kelurahan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung

Facebook

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung

Twitter

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung

Instagram

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung

Laporan bulanan daftar hadir pegawai

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Laporan bulanan daftar apel pegawai

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Laporan kependudukan bulanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Laporan kegiatan harian Lurah

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Laporan insidentil yang diminta pimpinan daerah tepat waktu

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Penyelenggaraan Tugas

Lainnya

Persentase Kelurahan yang melampaui rasio linmas

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat pada triwulan 3

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Gerakan Pemeliharaan, Penghijauan dan Penanaman Pohon

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/gulma pada setiap triwulan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Persentase kerb di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Persentase pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah tiga kali seminggu dalam sebulan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Rasio lubang resapan biopori setiap rumah, satu rumah satu lubang resapan biopori

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Laporan Makan Bersama warga miskin

Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung

Laporan Jum'at keliling (nga-Bandungan)

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung

Nonton Bareng

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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D. INDIKATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN BANDUNG JUARA KELURAHAN TAHUNAN

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR P DR

1 Penyelenggaraan sebagian Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
wewenang Wali Kota yang Jumlah pelaksanaan sebagian rincian urusan Camat dapat dilaksanakan oleh Lurah Daerah Kota Bandung
dilimpahkan untuk
melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan daerah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
dalam rangka otonomi Jumlah penugasan sebagian rincian urusan Camat kepada Lurah Daerah Kota Bandung
daerah

2 Penyelenggaraan urusan Badan Perencanaan Pembangunan,

pemerintahan umum

Realisasi Pendanaan Kelurahan

Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung

Kelurahan yang melaksanakan updating prodeskel selama 2 tahun berturut-turut

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Kelurahan dengan klarifikasi swadaya, swakarya dan swasembada

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Kelurahan dengan kategori kurang berkembang, berkembang, dan cepat berkembang
sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Kelurahan yang memiliki posyandu strata purnama dan mandiri/multifungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Buku Data Keputusan Lurah

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Inventaris Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Aparat Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Tanah kantor Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Agenda Masuk dan Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Buku Ekspedisi

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Induk Penduduk Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Rekapitulasi jumlah Penduduk Akhir Bulan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Penduduk Sementara

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Kas Umum

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Kas Harian Pembantu

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Rencana, Kegiatan dan KaderKader Pembangunan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Data Pengurus dan Anggota lembaga Kemasyarakatan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Register Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Buku Monografi Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Laporan Pendanaan Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Laporan PIPPK Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Dokumen perencanaan dan anggaran Kelurahan

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung

Kualifikasi pendidikan aparatur kelurahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja PNS

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Presentase keterisian pejabat dalam organisasi kelurahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Jumlah pejabat yang terdapat di kelurahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Jumlah Jabatan yang terdapat di kelurahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Presentase Pejabat yang telah mengikuti diklat PIM

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Jumlah pejabat yang terdapat di kelurahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Bandung

Jumlah Pelaksana teknis pelayanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Petugas Informasi

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Petugas loker/penerima berkas

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Petugas operator komputer

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Petugas pemegang kas

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Petugas khusus unit pengaduan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Petugas Keamanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Informasi bagan alur pelayanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Visi dan misi pelayanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Motto Pelayanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

SOP Pelayanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Leaflet/brosur/jenis informasi lainnya terkait jenis dan profil pelayanan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Loket khusus lansia dan penyandang cacat

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Website Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Nomor Antrian

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Sarana Pengaduan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Jumlah keluhan msyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Presentase jumlah keluhan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

Jumlah keluhan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Jumlah keluhan masyarakat

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

% Realisasi Anggaran serta Swadaya Fisik Kegiatan RW se Kelurahan

Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung

Penanganan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Fasilitasi Pembentukan Youthspace di Kelurahan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung

Fasilitasi Pembentukan Perpustakaan/Sudut Baca/Taman Bacaan Keliling Kelurahan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Bandung

Pembentukan Kelurahan Ramah Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Penyediaan Bank Sampah yang dibentuk dapat berupa Bank Sampah Induk atau unit

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung

Fasilitasi pembentukan Koperasi Juara Kelurahan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung

Fasilitasi Pembentukan Koperasi Masjid di setiap Masjid Jami Kelurahan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung

Penyediaan Septictank komunal/ODF

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Fasilitasi dan Sosialisasi pencegahan Narkoba

Dinas Kesehatan Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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PERANGKAT DAERAH

NO | INDIKATOR SUB INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB
3 Penyelenggaraan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Lainnya Jumlah Sumur Resapan/Biopori per RW se Kelurahan Kota Bandung
Kampune Toleransi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
pung Kota Bandung
Dinas Perumahan dan Kawasan
Kampung Berkebun Permukiman, Pertanahan dan
Pertamanan Kota Bandung
Kampung KB
4 Inovasi Kecamatan dan . . . Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
. Jumlah sistem informasi yang ada
upaya yang dilakukan Bandung
kelurahan Bagian Hubungan Masyarakat pada
Jumlah prestasi tingkat Kabupaten/Kota yang diraih Sekretariat Daerah Kota Bandung
Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Jumlah inovasi yang dibuat oleh Lurah (sebutkan) Daerah Kota Bandung
5 Profil Kelurahan Dinas Pendidikan Kota Bandung

(Keberadaaan data
Pendukung)

Tersedianya data jumlah lembaga, peserta didik dan pendidik PAUD di tingkat kelurahan

Tersedianya data jumlah lembaga, peserta didik dan pendidik TK/RA di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah lembaga, peserta didik dan pendidik SD/MI di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah lembaga, peserta didik dan pendidik SMP/MTs di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data Jumlah lembaga, peserta didik dan pendidik SMA/MA/SMK di tingkat
kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah penduduk buta aksara latin dalam kelompok umur 15 tahun
keatas di tingkat Kelurahan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tersedianya data pendukung pendidikan lainnya seperti data peserta didik di pendidikan
khusus tingkat Kecamatan

Dinas Pendidikan Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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NO | INDIKATOR SUB INDIKATOR PENANGGUNG JAWAR
Tersedianya data jenis budaya asli daerah/setempat yang dilestarikan keberadaannya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
tingkat kelurahan Bandung

Tersedianya data jumlah Posyandu

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

Tersedianya data jumlah puskesmas pembantu

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data kunjungan ibu hamil

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya bidan/nakes yang memiliki kompetensi

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data cakupan rawat jalan di Puskesmas/Pustu

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data angka harapan hidup

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data keluarga pengguna air bersih

Dinas Kesehatan Kota Bandung dan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Tersedianya data rawan penyakit

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya data jumlah pelaku UMKM se Kelurahan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung

Tersedianya data jumlah pasar modern dan tradisional di Kecamatan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung

Tersedianya data jumlah bank pemerintahan/non pemerintah

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung

Tersedianya data jumlah koperasi

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung

Tersedianya data masyarakat miskin

Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung

https://jdih.bandung.go.id
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Tersedianya data keluarga rawan pangan

Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung

Tersedianya data pengangguran

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Tersedianya data rawan bencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung

Tersedianya data lansia dan penyandang cacat

Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung

Jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung

Salinan sesuai dengan aslinya
; &KEPAL}}' BAGIAN HUKUM
PADA'S‘E\‘XI‘{RETARIAT‘:DAERAH KOTA BANDUNG,

[l

“H: BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

https://jdih.bandung.go.id




